n

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS

T

TAHUN 1981 SERI D NOMOR : 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 2 TAHUN 1980
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang :

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pe

nyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan -
secara berdaya guna dan berhasil-guna khusus
nya yang menyangkut bidang Perikanan di Kabu
paten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu
meninjau dan menetapkan kembali Susunan Orga
nisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II- Banyumas ;

. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang -

Nomor 5 Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Da
lam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruk-
si Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 -
serta Instruksi Gubernur, Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Nomor 061.1/25/1980, maka-



Mengingat :

. Undang

:)...

erlu menetapkan Susunan Organig,.
ja Dinas Perikanan Khbupatqh

Banyumas dalam Peratupmi\

dipandang P
si dan Tata Ker
Daerah Tingkat II
Daerah.

_undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang p,_

kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

’ Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalap

lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahgn 1951 teq
tang Pelaksanaan Penyerahan sebagilan dari -
rusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pepi
kanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14-Ta -
hun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Ta-
hun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah-
Daerah dan Wilayah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Ta-
hun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susun-
an Organisasi dan Tata Kerja Dinas ;

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun

1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai -
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Ker

ja Dinas Perikanan ;

- Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Te -

ngah ?anggal.19 Juli 1961 tentang Penyerahan
sebgglan dari urusan -tugasnya dalam Lapangal
Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II ;

;nstruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -
dave Tengah Nomor 061.1/25/1980 tentang Pe -
unjuk Pelaksanaan mengenai Susunan Organis?

i;aga? Tata Kerja Dinas Perikanan Se Jawa Té



Menetapkan

(1)

(2)

o W
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rékyat Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA -

KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

. Bupati Kepala Daerah adalah Bupatl Kepala Dae-

rah Tingkat IT Banyumas.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten-

Daerah Tingkat II Banyumas.

. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupa-

ten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal' 2

Dinas Perlkanan adalah unsur pelaksana Pemerin
tah Daerah yang diBentuk berdasarkan kewenang-
an pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut-
kepada Daerah Tingkat II sebagal urusan rumah-
tangga Daerah Tingkat II dibidang Perikanan.

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala -
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung ja -
wadb kepada Bupati Kepala Daerah

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok :
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a. Melaksar'xa_kan u?aha dan kegiatan unty )
kan perikanan I
nakan usaha dan kegiatan unty

b. Melaksa : lat .
katkan kesejahteraan petani 1kan/nelaya:n%“g.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikap oleh
pati Kepala Daerah. 3

Pasal b4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebyt |,
da pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikang:

mempunyai furigsi :
perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bim~§
bingan dan pembinaan terhadap produksi, pems
ran dan koperasi perikanan serta perlindungan-
terhadap sumber-sumber perikanan ; |

d.

[
[
b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksana-{
an yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah -
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang-
berlaku ; |

c. Pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dan sesuai-

iengan Peraturan Perundang-undangan yang berld
u 3

| d. Pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelak-
Sanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaks?”
naan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

berdasarkan Pep i
berlaky ; uran Perundang-undangan ¥

e. Pe | -
NeUrusan Tata Usaha Dinas Perikanan.

BAB  ITJ
ORGANTISAST
Bagian Pertama

S
USunan Organisasi
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Pasal 5

(1) 'Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;
Seksi Bina Program ;
Seksi Produksi 3

. Seksi Usaha Tani 3

. Seksi Bina Mutu 3

g HH o A 0

Seksi Penyuluhah e

.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan, dan masing
masing seksi terdiri dari 3 Sub gcksi kecuali Seksi Pro

duksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi.

(3) Sub Seksi Tata.Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin-
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok seba-
gai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kétiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan su-
rat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, penge-
lolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalak
sanaan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal B8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peratur-
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qub Bagian Tata Usaha mempunyaj Fung,,

an Daerah inls

prat-menyurat, kearsipan, Perlengy,

aksanakan Su o)
melaks? g dan urusan rumah tangga ; Py,

perjalanan dina
a dan pro

b. menyiapkan penyusunan rencana progran ketau”3h+

an Dinas Perikanan ”

o. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;

menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasilpah}
naan tugas ,

f. menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan-ke;
tusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-u
dangan dibidang perikanan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari
a. Urusan Umum ;
b. Urusan Kepegawaian ;
c. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana.

(2) Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal

ni dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada 43

Sahhdan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagiah W
saha.

Pasal 10

-

Urus i :

;:ldlfg Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsiPs ::

pac:s 3”pengf,gfgmdaém, rumah tangga, pemeliharaan ba"ak"f,enf’
rit, perjalanan dinas dan perlengkapan serta g ,

ﬁ.
sl,

Pasal 11

I 2t
. , van pengelo’
favalan mempunyai tugas melaksanakan pang

Urusan KQPQ
Kepegawaian
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Pasal 12

'Urusan Keuangan mempunyail tugas merencanakan anggaran pembi
'ayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban -

Keuangan.
Pasal 13

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan
penyusunan rencana ketatalaksanaan serta menyiapkan naskah-
peraturan-peraturan pelaksanaan, instruksi dan menghimpun -
peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.

Bagian Keempat
Seksi Bina Program
Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumus
kan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.

" Pasal 15

Untuk menyelenggarakah tugas tersebut pada pasal 14 Peratur

an Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyal fungsi - :
a. mengumpulkan, mengolah dan menydjikan data
b. menyusun statistik ;

menyusun rencana dan program kerja ;

d. mengevaluasl dan menganalisa hasil pelaksanaan rencana -
kerja ;

e. menyusun . naskah laporan.
Pasal 16
(1) Seksi Bina Program terdiri dari :
a. Sub Seksi Data ;3
b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;

c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
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i ing- 1 ipimpi leh seor
¢ masing masing dipimpin O ang Kepa,
ini perada dibawah dan bertanggung J'awabl;h;’"b

. apag,

si yang .
pala geksi Bind Program.
pasal 17

L
1
f

tugas melaksanakan pengumpy
an, .

punyal
ta serta penyusunan statigsy '
- f,'

qub Seksi Data mempu
ngolahan dan penyajian da

Pasal 18

gendalian mempunyai tugas melaj...

geksi Perumusan dan Pen ;
dan program kerja pembangunan e,

kan penyusunan rencana
ta anggarannya.
Pasal 19

laporan mempunyai tugas melaksanaka

geksi Evaluasi dan Pe
asil pelaksanaan program kerja sert

valuasi dan analisa h
menyusun naskah laporan.

Bagian Kelima
Seksi Produksi

Pasal 20

mbinaan pe

Seksi Produksi mempunyai tugas malaksanakan pe
na produksi

22§%ka£an dan l?udidaya ikan, produksi dan sara
a kelestarian sumber-sumber perikanan.

Pasal 21

Untuk

an Daer::yii?nggara]fan tugas tersebut pada pasal 20 Pera®™
i, Seksi Produksi mempunyai fungsi °

ya ikan

ksi P&

a. melak :
sanakan pembinaan penangkapan dan budida

b. melaksan
. akan ;
ikanan ; pembinaan produksi dan sarana produ

¢. melaksanakan
anaka i '
Pembinaan kelestarian sumber ;

d. pemb :
pemberantasan hama dan penyakit

Pasijl 29?2

(].) i
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a. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;
b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
c. Sub Seksi Sarana Produksi ;

d. Sub Seksi Pengendalian Lingkungan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Sek

si yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ke-
pala Seksi Produksi.

Pasal 23

Sub Seksi Penangkapan .Ikan mempunyai tugas melaksanakan pem
binaan penangkapan ikan.

Pasal 24

Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembi-
naan budidaya ikan dan pembenihan.

Pasal 25

Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan pem-
binaan produksi dan sarana produksi perikanan.

Pasal 26

Sub Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksana
kan pembinaan kelestarian sumber-sumber hayati perikanan -
serta pemberantasan hama dan penyakit.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Tani
Pasal 27

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembi?aan_dan
pengembangan pengusahaan perikanan, pemblnaan organisasl p€
tani ikan serta menyelenggarakan perizinan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2? Peratu-
ran Daerah ini. Seksi Usaha Tani mempunyail tungsi ¢
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a. pembinaan dan pengembangan pengusahaap periy,
b. pembinaan organisasi petani ikan ; p
c. pembinaan permodalan ;
d. pembinaan usaha perkoperasian pPerikanan
e. pengurusan perizinan ;

Pasal 29

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari

a. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
b. Sub Seksi Perizinan ;

c. Sub Seksi Permodalan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala -
Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab k
pada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 30

Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan per

. ]
naan dan pengembangan pengusahaan perikanan, pembinaan us®
perkoperasian perikanan serta organisasi petani ikan.

Pasal 31

Sub Seks% Perizinan. mempunyai tugas menyelenggarakanIfgxf
an sesual dengan peraturan perundang-undangan yang ber

Pasal 32

: _ . inad®
Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penb?
permodalan serta sosial ekonomi petani ikan.

Bagian Ketujuh
Seksi Bina Mutu

Pasal 33

usaha pemasaran serta pembinaan mutu dan sarand P

nl
nEOIaha, |
sard” f
hasil perikanan.
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Pasal 3y

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 Peratu-
ran ini, Seksi-Bina Mutu mempunyai fungsi :

1. pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan ;

5. pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan ;

o pembinaan dan pengembangan pengolahan tradisional

5
i. pembinaan sarana pemasaran ikan ;
e. penyajian berita pasar.

Pasal 35

(1) Seksi Bina Mutu terdiri dari
a. Sub Seksi Tehnik Pengolahan ;
b. Sub Seksi Informasi Pasar ;.
c. Sub Seksi Sarana Pemasaran ;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana.dimaksud ayat (1) pasal
ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Sek
si yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ke-
pala Seksi Bina Mutu.

Pasal 36

Sub Seksi Tehnik Pengolahan,mempunyai tugas melaksanakan -
pembinaan mutu hasil perikanan, pembinaan dan pengembangan-
tehnik pengolahan serta pengolahan tradisional

Pasal 37

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas melaksanakan pe -
ngumpulan data pemasaran serta penyebarannya.

Pasal 38

Sub Seksi Sarana Pemasaran mempunyal tugas melaksanakan pem
n sarana pemasa -

binaan dan pengawasan terhadap kegiatan da
ran.



= I8 w
Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan
Pasal 39

: 1 tugas pembinaan g
Seksi Penyuluhan mempunyadl el n dan
perikanan serta melaksanakan pendidikan tingkatpmwmmm.

. . - Pey :
nelaksanakan bimbingan serta penyuluhan sosia) ekong;}-’ G
4 ‘l-‘

tani ikan. v

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 39 pep,
ran Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi .

a. melaksanakan penyuluhan ’penangkapan dan budidaya kg

b. melaksanakan penyuluhan pengusahaan perikanan ;
c. melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi pem

saran dan sarana pemasaran ;

d. melaksanakan penyuluhan sosial ekonomi petani ikan ;

e. melaksanakan pendidikan tingkat rendah.
Pasal 41
(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
a. Sub Seksi Latihan Ketrampilan ;

b. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
C. Sub Seksi Sarana Penyuluhan.
§u§ Seksi-Sub g
101 masing
S1 yang be
Pala Seksj

(2)

S'E
eksi sebagaimana dimaksud ayat(l)pa\

- . . b
Masing dipimpin oleh seorang Kepald il e
rada dibawah dan bertanggung jawab Kepad?
Penyuluhan.

Pasal 4?2
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Pasal U3

sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggara
an Tata Penyuluhan perikanan. -

Pasal uy

i Sub Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas menyeleng-
garakan pengurusan sarana penyuluhan.

BAB IV
TATA KERUJA
Pasal Uu5

Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya ber
dasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan olah Bupati Kepala -
Daerah.

Pasal Uub

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan, Ke
pala Sub Bagian, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan-
para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan ‘prinsip koordinasi,-

integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal -
'baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Or
ganisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan
instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal Uu7

(1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Di -
nas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordi
nasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbi -

ngan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas ba-
wahannya.

(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan -
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
.atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pa-
da waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pe-
nyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk
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~etunjuk kapada bawahan.
Pasal 48

i Dinas Perikanan menyampa;
Para Kepala Seksi pada : Paiky,
poran kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub ?aglan Tata Us
;onyusun‘laporan—laporan berkala Kepala Dinas. '

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimPina? Satuan¢
ganisasi dibantu oleh pimpinan Satuan Organisasi bawahap,
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masi,

masing mengadakan rapat berkala.
Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimang
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB \Y
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepega
waian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-u
dangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan olel
Bupati Kepala Daerah setelahhmemperoleh;persetujuan de
ri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan
Kepala Urusan dingkat dan diberhentikan oleh Bupati Ke
pala Daerah atas usul Kepala Dinas.
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BAB VI

KETENTUAN PERALTIHAN
Pasal 54

pinas Perikanan yang telah dibentuk sebelum berlaku -
pan Daerah jni dinyatakan terbentuk berdasarkan -

ya Peratu Pl
y Daerah inil.

eraturan
BAB VIIL

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
b ini maka segala kg;

Dengan berlakunya Peraturan Daera
ini dinya

entuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah

.akan tidak berlaku lagi.
Pasal 56

sepaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Purwokerto, 27 Pebruari 1980

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

)EWAN PERWAKILAN RAKYAT
BANYUMAS

JAERAH KABUPATEN DAERAH
IINGKAT II BANYUMAS
WAKIL KETUA,

H.A. MUSALLIM RIDLO ROEDJITO
?eraturanDaerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Da
erah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal.-

25-April 1981 Nomor : 188.3/09018/1981.
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An. GUBERNUR KEPALA Dapgy, ;
KAT I JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah/Daepa}
. . ' ! l

(SOEPARNO).-

Diundaﬁgkan pada tanggal : 20 Mei 1981 dan dimuat dalam

baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TII Banyumas Seri )
Nomor : 2 Tahun 1981.

BAPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMA
U.b. Sekretaris Wilayah/Daerah,

( Drs.J. SOEHARDJO. ) .-

NIP. : 010 026 588.-




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 1980
TENTANG |
SUSUNAN ORGANTSAST DAN TATA KERJA DINASLPERIKAﬁAN KA

BUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS.

PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 34 Ta
hun.1951 jo. Peraturan Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah -
tanggal 19 Juli 1961 ( Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri-
A Nomor 1 Tahun 1963 ), kepada Pemerintah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Banyumas deserahi kekuasaan, tugas dan -

tanggung jawab dilapangan Perikanan Darat yang meliputi-
urusan-urusan : A

a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan pengusa-
haan perikanan darat ;

b. melakukan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kese-
jahteraan dan tingkat kehidupan nelayan dan petani i-
kan. '

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut -
maka berdasarkan Surat-Keputusah Gubernur Kepala Daerah-
Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 1966 Nomor HU 7/1/10-
( Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor u4/T Tahun -
1966 ) dibentuklah Dinas Perikanan Darat Propinsi Jawa -
Tengah.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala-

Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1973 Nomor-

Hukm. G. 57/1973 maka Dinas Perikanan Darat Propinsi Ja-
23/1/4 wa Tengah dan
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nan Laut Propinai Jawa Tengah yang d“mT
hepdasarkan Surat Keputusan Gubernur K”Pﬂjﬂ Daermh‘;
jﬁnsi Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1966 Nomor iy -,/;r
(' Tambahan Lembaran Daerah Jawa T?mgah Nomor 3 /7 Tai
1067 ), dilebur menjadi Dinas Perikanan Daerah Pr.r,w"’
Jawa Tengah. Dan berdasarkan Surat Keputusan Guqu‘_n
pala Daerah Propinsi Jawa Tengah tersebut terbenty, rl
Dinas Perikanan sebagai dimaksud dalam Peraturar Daey

Dinas Perika

inl.
Dengan adanya perubahan-perubahan struktup Peme

tahan Daerah Kabvpaten Tingkat II Banyumas maka diadg
pula perubahan mengenai struktur Organisasi Dinas per

nan.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengemb;
an penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secar:
berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangk
bidang perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyum
maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan 1
ta Kerja Dinas Perikanan dalam Peraturan Daerah.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuail dengan
sal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis. Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruks
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 serta Instruks
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061:
/25/1980 maka dipandang perlu menuangkan Susunan Organ
sasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dalam Peraturan

Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
: Cukup jelas

Pasal 1 J
Pasal 2 : Cukup jelas iy
Pasal 3 + 1. Perikanan adalah semua kegid

tan yang meliputi menangkaPps
memelihara, membiakkan, meng
lah dan wemasarkan hasil PO"}1
kanan yang berasal dari peré:

rdan.
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zggi:hPokok Dinas Perikanan -
melaksanakan urusan-u-
rusan yang telah menjadi uru-
san rumah tangga Daerah berda
sarkan Peraturan Nomor 34 Ta-
h?n 1951 jo. Perdturan Daerah
Tingkat Ke I Jawa Tengah tang
gal 19 Juli 1961 ( Lembaran -
Daerah Jawa Tengah Seri A No-
mor 1 Tahun 1963 )

dan melaksanakan tugas lain -
yang diberikan oleh Bupati Ke
pala Daerah. B

: Cukup jelas.

Susunan Organisasi ini adalah
pencerminan dari urusan-urusa
san yang diserahkan Pemerin -
tah Pusat dan Pemerintah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa -

Tengah Kepada Daerah Tingkat-

1T dan pengembangan Dinas Pe-
pikanan agar dalam melaksana-
kan tugasnya dapat berdaya BY
na dan berhasil guna.

. Cukup jelas.
. Cukup jelas-
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. cukup jelas-
. Cukup jelas.
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PEFATURAN DAERAH KABUPATEN

pire" © \ERAH TINGKAT IT BANYUMAS
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